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BAB VI  

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa temuan 

yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, adalah 

sebagai berikut: 

1. Pada Tahun 2019  

a. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata belum 

tertib, dimana: terdapat 211 tanah bahwa jalan yang belum dilakukan 

penilaian, dikarenakan belum ditetapkan dengan SK Bupati; terdapat 49 

bidang tanah sekolah pada Dinas PKO yang belum dicatat pada KIB, 

karena belum diinventarisasi; terdapat 69 unit gedung dan bangunan pada 

Dinas PKO yang belum dicatat pada KIB C, karena belum dilengkapi 

dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST). 

b. Bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada lima OPD tidak 

sesuai hasil konfirmasi penyedia jasa; 

c. Pengelolaan Kas pada Pemerintah Kabupaten Lembata belum tertib; 

d. Penerimaan hibah bantuan sosial, hibah, dan bantuan keuangan belum 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban. 

2. Pada Tahun 2020 

a. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata belum 

tertib, dimana: Pengurus barang OPD belum mencatat informasi barang 

secara lengkap dalam KIB B dan KIB C sesuai unit satuannya, 
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dikarenakan setiap OPD belum mencantumkan informasi barang secara 

detail sehingga kegiatan inventarisasi belum bisa dilakukan. 

b. Pengamanan aset tetap terutama penyelesaian tanah yang dikuasai pihak 

lain, sertifikat tanah, dan pemberian tanda kepemilikan tanah.  

3. Pada Tahun 2021 

a. Belum terdapat bukti pendukung SOP pengelolaan pendapatan retribusi 

daerah, dikarenakan SOPnya masih dalam tahap penyusunan atau draf 

dalam arti bahwa belum disetujui dan belum ditandatangi oleh Bupati. 

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya tindak lanjut 

pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata diantaranya, yaitu:  

a. Sumber Daya Manusia (SDM); 

b. Lemahnya Sistem Pengendalian Intren (SPI);  

c. Pihak ketiga yang kurang responsif, dan; 

d. Banyaknya aset yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung.  

6.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat peneliti berikan adalah 

sebagai berikut:  

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata perlu meningkatkan komitmen 

dalam bentuk pemberian sanksi yang lebih tegas sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku bagi pihak-pihak terkait, yakni pihak 

ketiga serta pihak OPD yang masih lambat dalam menangani penyelesaian 

tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.  
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2. Menambah personil atau pegawai yang secara khusus terlibat dalam 

penanganan tindak lanjut. 

3. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan tim teknis SOP 

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dengan mengikutsertakan dalam 

pelatihan dan bimbingan teknis terkait penanganan tindak lanjut.  
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